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PALU, MERCUSUAR:; Dinas
Pendidikan (Disdik) Kota Kota
Palu terkesan tidak transparan
terkait penyaluran dana ban-
tuan operasional sekolah daerah
(Bosda) tahun 2012. Pasalnya,
leading sector pendidikan itu
menolak memberikan data-
data sekolah yang belum me-
nyerahkan laporan pertang-
gungjawaban (LPj) dana Bosda
dengan alasan rahasia negara.

Upaya mendapatkan data LPj

©

DATA BOSDA 2012

Disdik Tak Transparan

penggunaan dana Bosda 2012
itu telah dilakukan beberapa kali
ini den-

oleh media

Disdik Kota Palu,
Kamaruddin. Kali pertama saat
Koran ini mencoba mendapatkan

akan mengumpulkan data-da-
tanya terlebih dahulu sebelum
diserahkan untuk kepentingan
publikasi. Saat wartawan me-
dia ini mencoba menagih janji
Sekretaris Disdik tersebut, yang
bersangkutan tidak berada di
tempat.

Upaya mendapatkan

Baca TRANSPARAN di hal.11

- data LPj tersebut beberapa pe- .
kan lalu, Kamruddin berdalih
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)
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Data Bosda Adalah Dokumen Rahasia Negara

+ TRANSPARAN

takberhenti sampai di situ. Sekretaris
Disdik ketika ditemui di ruangannya,
Senin (29/7/2013), secara halus
kembali menolak untuk memberikan
data LPj penggunaan dana Bosda
2012 itu. Sekretaris Disdik hanya
bersedia menjabarkan persentase
sekolah yang belum menyerahkan-
nya tanpa merinci nama-nama seko-
lahnya. “ Kami tak bisa serahkan
karena data keuangan. Jika hanya
dijabarkan atau dijelaskan kami
bisa lakukan, seperti sudah berapa
‘persen yang telah selesai diverifikasi
dan berapa yang belum karena saat
ini sementara dilakukan verifikasi,”
ujarnya.

Sikap Sekretaris DisdikKota Palu
yang menolak memberikan data
LPj penggunaan dana Bosda 2012
tersebut, disesalkan Ketua Komisi
Informasi Publik (KIP) Sulteng
Salman Hadianto.

Menurut Salman, mengacu UU
Nomor 14 tahun 2008 tentang ket-
erbukaan informasi publik, Disdik
harus menjunjung sikap transpar-
ansi bila dibutuhkan, terutama untuk
informasi ke masyarakat.

Apalagi saat ini banyak kepala
sekolah mengeluhkan keterlam-
batan penyaluran dana Bosda 2012.
Padahal pihak sekolah telah me-
nyerahkan LPj penggunaan dana
Bosda 2012 beserta pelunasan pajak
sebagai persyaratan pencairan dana
Bosda.

“Penolakan Disdik memberikan
data LPj penggunaan dana Bosda
2012 dengan alasan rahasia negara,
tidak bisa dibenarkan. Itu meru-
pakan dokumen publik yang bisa

diakses oleh masyarakat sesuai
surat keputusan Nomor 1/2010 ten-
tang laporan pertanggungjawaban
dana Bos maupun Bosda, merupakan
dokumen publik,” tegas Salman.

Sebelumnya, Manajemen Bosda
pada Disdik Kota Palu, Nursalam,
mengatakan pada prinsipnya ket-
erlambatan penyaluran dana Bosda
2012 ke sekolah sasaran penerima
sedang diproses. Saat ini, proses pen-
cairannya telah mencapai 70 persen.
Bahkan, telah terbit surat perintah
pembayaranya. Sehingga, bebera-
pa diantaranya tengah menunggu
Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dari Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD).

"Kita sudah kirimkan SPP TU
(surat permintaan pembayaran tam-
bahan uang) ke Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten (DPPKK) untuk sekolah
yang verifikasinya selesai. Jadi, ting-
gal DPPKK menerbitkan SP2D untuk
dasar pencairan,” jelasnya.

Nursalam menegaskan, pihaknya
berupaya memproses pencairan
dana Bosda sesuai mekanisme yang
telah diatur. Diantaranya, harus ada
pembuatan laporan pertanggung-
jawaban (LPj) dari kepala sekolah
karena pencairannya langsung
ke rekening sekolah masing-
masing.

“Jikapun ada sekolah-sekolah
yang belum menerima pencairan
dana Bosda, kenapa terjadi keter-
lambatan! Karena Disdik, dalam
hal ini manejemen Bosda mengi-
kuti sistem dan aturan yang berlaku,

.............. sambungan dari hal. 1

pihak sekolah harus memahami itu,”
tegasnya.

Ditambahkannya, sejak tahun 2012
silam, Disdik memperketat proses
pencarian Bosda melalui proses
verifikasi berkas yang dikirimkan
oleh setiap sekolah untuk pengajuan
dana Bosda. Misalnya, penyusunan
Rancana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS) har-
us tersusun secara rinci, benar
serta melibatkan seluruh tim dari
sekolah maupun komite sekolah.
Keterlambatan penyusunan RAPBS
merupakan salah satu kendala lam-
batnya pencarian Bosda.

Masih menurut Nursalam, masih
ada beberapa sekolah yang belum
menyerahkan LPj penggunaan Bosda
di tahun sebelumnya. Secara umum,
baru 130 sekolah sasaran penerima
yang ada di Palu, telah menyerahkan
LPj ke Disdik.

Sisanya, masih menunggu LPj
sekolah lainnya untuk segera meny-
erahkannya. Sebab, proses pencairan
tidak dapat dilakukan begitu ada LPj
karena masih harus diverifikasi ter-
lebih dahulu oleh tim asistensi dari
DPKAD Kota Palu. Setelah itu, baru
bisa diterbitkan surat perintah pen-
cairan. “LPj yang tidak ada, bukan
data. Itu yang diminta keuangan agar
pencairan dapat tuntas seluruhnya,
sehingga berapun LPj yang masuk
ke Disdik, itu yang kita cairkan,”
ujarnya. Yang pastinya, instruksi
perintah pembayaran sudah terbit.
Sehingga, pihaknya mengupayakan
sisa Silpa 2012 itu bisa dicairkan
bersamaan dengan dana Bosda
2013. aBs




